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PENETAPAN
Nomor 213/Pdt.P/2023/PA.PwI
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA POLEWALI
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam
sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan
Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:
MUH. RIDWANSYAH BIN IMPANG, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTP, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Sendana, Desa
Sendana, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, sebagai Pemohon I.
AYU LESTARI BINTI RAHMAN, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Sendana,
Desa Sendana, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, sebagai
Pemohon II.
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il dalam surat permohonannya
tanggal 09 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Polewali, Nomor 213/Pdt.P/2023/PA.Pwl tanggal 09 Juni 2023, dengan dalil-dalil
sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah menurut agama Islam
pada tanggal 11 November 2020 di Dusun Sendana, Desa
Sendana, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, dengan wali nikah adalah
ayah kandung Pemohon Il bernama Rahman, yang dinikahkan oleh Imam
Masjid Desa Sendana bernama Ahmad P, karena wali nikah mewakilkan
padanya, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat yang diserahkan
secara tunai oleh Pemohon | kepada Pemohon Il, dengan saksi dua orang laki-
laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Irhamuddin dan

Edirman;
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2. Bahwa saat menikah Pemohon | berstatus Perjaka dan Pemohon I

berstatus Perawan;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il telah

dikaruniai seorang anak yang bernama Qiana Ramadhani Ridwan bin Muh.

Ridwansyah, umur 1 tahun;

4. Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada hubungan keluarga

dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk

melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang

mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon | dan Pemohon

Il dan selama itu pula Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah terjadi

perceraian dan Pemohon | tidak terikat dengan perkawinan lain;

6. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah memiliki Buku Nikah

karena Imam yang menikahkan Pemohon | dengan Pemohon Il tidak

melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat
sedangkan Pemohon | dengan Pemohon Il telah memenuhi syarat untuk
mendapatkan Buku Nikabh;

7. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il memerlukan penetapan isbat nikah

dalam rangka mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon | dengan

Pemohon Il dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon | dan Pemohon II
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon | (MUH. RIDWANSYAH BIN IMPANG)
dengan Pemohon Il (AYU LESTARI BINTI RAHMAN) yang dilaksanakan pada
tanggal 11 November 2020 di Dusun Sendana, Desa Sendana, Kecamatan
Mambi, Kabupaten Mamasa;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,

mohon penetapan yang seadil-adilnya.
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Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya
permohonan ltsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari
sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak
lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Polewali sehubungan
dengan permohonan Itshat Nikah tersebut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon | dengan
Pemohon Il telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan
Pemohon | dengan Pemohon Il yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon |
dengan Pemohon ll;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon |
dengan Pemohon Il telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan
keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. ADIL BIN ARIF, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan S.1,
bertempat kediaman di Desa Sendana, Kecamatan Mambi, Kabupaten
Mamasa, menerangkan bahwa saksi adalah Paman Pemohon I, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon | dengan Pemohon Il dan mengetahui
pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah menikah di Dusun Sendana,
Desa Sendana, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa pada tanggal 11
November 2020;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I
bernama Rahman;

- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Desa Sendana bernama
Ahmad P;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul
adalah Irhamuddin dan Edirman;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon Il berupa
seperangkat alat shalat yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon |

kepada Pemohon Il;
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- Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus perjaka dan Pemohon II
berstatus perawan;

- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan keluarga
atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon |
dengan Pemohon Il;

- Bahwa itsbat nikah Pemohon | dengan Pemohon Il dimaksudkan untuk
mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon | dengan Pemohon I
dan keperluan lainnya;

2. RUDHY BIN RUDHY umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan
SMP, bertempat kediaman di Jalan Sendana, Dusun Sendana, Desa
Sendana, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, menerangkan bahwa saksi
adalah Paman Pemohon [, di bawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon | dengan Pemohon Il dan mengetahui
pernikahan Pemohon | dengan Pemohon I;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah menikah di Dusun Sendana,
Desa Sendana, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa pada tanggal 11
November 2020;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I
bernama Rahman;

- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Desa Sendana bernama
Ahmad P;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul
adalah Irhamuddin dan Edirman;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon Il berupa
seperangkat alat shalat yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon |
kepada Pemohon I;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus perjaka dan Pemohon II
berstatus perawan;

- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan keluarga
atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon |

dengan Pemohon Il;
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- Bahwa itsbat nikah Pemohon | dengan Pemohon II dimaksudkan untuk
mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon | dengan Pemohon I
dan keperluan lainnya;

Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah menyampaikan kesimpulan
yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | dengan
Pemohon Il adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon | dengan Pemohon Il pada
pokoknya adalah bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah melangsungkan
pernikahan di Dusun Sendana, Desa Sendana, Kecamatan Mambi, Kabupaten
Mamasa, pada tanggal tanggal 11 November 2020, dengan wali nikah ayah
kandung Pemohon Il bernama Rahman, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada
Imam Masjid Desa Sendana bernama Ahmad P, dengan maskawin berupa
seperangkat alat shalat yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon | kepada
Pemohon II, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama
Irhamuddin dan Edirman, namun Pemohon | dengan Pemohon Il tidak memiliki
Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA,
sementara Pemohon | dengan Pemohon Il sangat membutuhkan bukti pernikahan
sah untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon | dengan
Pemohon Il dan keperluan lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon | dengan
Pemohon Il telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama
Polewali selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak
ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut,
maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah menguatkan
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dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat bukti dua orang saksi
yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil
sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/
Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa
menyatakan dengan tegas bahwa mengetahui perihal Pemohon | dengan
Pemohon II adalah suami istri bahkan saksi | dan saksi Il menyatakan secara
tegas telah menghadiri pelaksanaan aqad nikah antara Pemohon | dan Pemohon
I, yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 11 November 2020 di Dusun Sendana,
Desa Sendana, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, dengan wali nikah ayah
kandung Pemohon Il bernama Rahman, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada
Imam Masjid Desa Sendana bernama Ahmad P, dengan maskawin berupa
seperangkat alat shalat yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon | kepada
Pemohon Il, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama
Irhamuddin dan Edirman, keduanya sama-sama menerangkan bahwa antara
Pemohon | dengan Pemohon Il tersebut tidak ada hubungan kekeluargaan baik
nasab maupun juga hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya
nikah, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai saat ini,
tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon |
dengan Pemohon Il sehingga telah sejalan dan mendukung dalil pemohon pada
posita poin ke (1) poin ke (2) poin ke (3) poin ke (4) dan poin ke (5) permohonan
Pemohon | dengan Pemohon Il dan para saksi tersebut adalah orang dewasa,
telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan
secara berpisah, isi keterangannya secara materil saling bersesuaian satu sama
lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon | dengan
Pemohon Il dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi
tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat
formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;
Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan
fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon | dengan Pemohon Il pada
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tanggal tanggal 11 November 2020 di Dusun Sendana, Desa Sendana,
Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, dengan wali nikah ayah kandung
Pemohon Il bernama Rahman, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam
Masjid Desa Sendana bernama Ahmad P, dengan maskawin berupa
seperangkat alat shalat yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon | kepada
Pemohon Il, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama
Irhamuddin dan Edirman;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus perjaka dan Pemohon I
berstatus perawan;

3. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan keluarga atau
sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon II;

4. Bahwa itsbat nikah Pemohon | dengan Pemohon Il dimaksudkan untuk
mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il dan
keperluan lainnya;.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis
Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti telah terjadi pernikahan antara Pemohon | dengan
Pemohon Il tersebut sesuai ketentuan syariat Islam, lagi pula Pemohon | dengan
Pemohon Il telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan
pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama
sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya

diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:
L alsll asdWl 18] Jadsg
Artinya: “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh.”

serta dalam kitab Ushul al-Fighi halaman 930:
wle Jibs d ey o plo bo 45930 sguiv ON8 dazg; @l 8,6 (o
g Lu]
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“Barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuan itu sebagai istri
seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-
istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)”;

Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tersebut juga tidak terikat
hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya
sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Pertimbangan Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa keabsahan nikah dalam perkara a quo, majelis hakim
perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai
berikut:

Jsz Saalis Ss: V)2l V
Artinya: “Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang
saksi yang adil” (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab IV Rukun dan
Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan “Untuk melaksanakan perkawinan harus
ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijjab dan
gabul”;

Menimbang, bahwa dengan Hadits di atas, dan nash syar’i lain yang terkait,
para Ahli Figih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu
calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, hal ini juga
sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan
salah satunya dalam Kitab Al Igna’ juz Il halaman 123, yang diambil alih sebagai

pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

)99 o9 az9j9 atmo awmes g TSIl VIS,
olbalig ulxslll Lang
Artinya: rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijjab kabul), calon istri, calon suami,
wali, dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa selain rukun telah terpenuhi, Pemohon | dengan

Pemohon Il tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak pernah sesusuan
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dan pada saat menikah dan para Pemohon tidak pernah cerai. Oleh karena itu,
berdasarkan fakta di atas para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang
Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44
Kompilasi Hukum Islam sehingga syarat perkawinan para Pemohon juga telah
terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan itsbat nikah untuk
keabsahan perkawinan Para Pemohon dan sebagaimana fakta bahwa perkawinan
Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak larangan untuk
melangsungkan perkawinan, maka Majelis memandang pengajuan itsbat nikah
tersebut oleh Para Pemohon dinilai sebagai iktikad baik untuk taat hukum, dan
kesalahan Para Pemohon tersebut tidak harus dibebankan seterusnya kepada
Para Pemohon sedangkan akibat hukumnya akan merugikan bagi Para Pemohon
jika tidak ada kepastian hukum dalam kedudukannya sebagai suami istri, demi
azas kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi para Pemohon dan untuk anak
Para Pemohon;

Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tersebut juga tidak terikat
hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya
sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka majelis hakim
berpendapat bahwa pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il, yang
dilaksanakan pada tanggal tanggal 11 November 2020 di Dusun Sendana, Desa
Sendana, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, telah memenuhi rukun dan
syarat perkawinan menurut hukum munakahat Islam sebagaimana pula dimaksud
di dalam Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa permohonan lItsbat Nikah Pemohon | dengan Pemohon I
patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | dan
Pemohon Il tersebut;

Pertimbangan Pencatatan Perkawinan
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Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis
memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan
perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang
Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka
memerintahkan Pemohon | dengan Pemohon Il untuk mencatatkan perkawinan
tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat
tinggal Pemohon | dengan Pemohon Il,;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon | dengan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan
hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dengan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (MUH. RIDWANSYAH BIN
IMPANG) dengan Pemohon Il (AYU LESTARI BINTI RAHMAN) yang
dilaksanakan pada tanggal tanggal 11 November 2020 di Dusun Sendana,
Desa Sendana, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa,;

3. Memerintahkan kepada Pemohon | dengan Pemohon Il untuk mencatatkan
perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan tempat tinggal Pemohon | dengan Pemohon II;
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4. Membebankan kepada Pemohon | dengan Pemohon Il untuk membayar biaya
perkara ini sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023
Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami A. Muh.
Yusri Patawari, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, M.H. dan Drs. H.
Abd. Jabbar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis dan didampingi oleh Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H. sebagai Panitera
Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon | dengan Pemohon II.

Ketua Majelis,

A. Muh. Yusri Patawari, S.H.,M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
Drs. Rahmat, M.H. Drs. H. Abd.
Jabbar, M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.
Perincian biaya :

- PNBP 'Rp 60.000,00
- Proses 'Rp 100.000,00
- Panggilan 'Rp 200.000,00
- Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah 'Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
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